PERATURAN BUPAT]I KLUNGEUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUEAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ( KKP ) NUSA PENIDA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ELUNGKUNG,

buhwa sesuai ketentuan dalam  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32
Tabwn 2004 tentang Pemerintahan Duerah, Dacrah yang memiliki
wilinyah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilsiyadh linimyar ;

- bulvwa wilayah pesisic dan ot Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Klungkung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi schingga
perlu dilindung: dan dikelola secara berkesinambungan dengan
Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida;

bahwa berdosarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf @ dun huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupali tentang
Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida;

. Undang-Undang MNomor 69 Tah:uu 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Musa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Lkslusil Indonesia (Lembaran Nepara Republik Indonesia Taliun
PEE Momor 44, Tumbalun Lembaran Nepara Republik Indonesia
Moo 32601H:

Undang-Undang Nomor 17 Tabhun 1985 tentang Pengesahan United
Nationy Convertions On Tle Law Of The Sea (Lembaran Megara
Republik Indoneszia Tahun 1985 MNomor 76, Tambaban Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3319);

Uhddang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya  Hayati dan BEkosistemnya  (Lembaran MNepara Republik
Indongsia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ienlang Penataan Ruang
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
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Ulindanpg-Uindang - Momor 23 Talwn 1997wt Pengelolaan
Lingkungan Midup {Lembaran Mepara Republik licdonesia Takun
1997 Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Momor 3609),

Undang-tndang  Nomor 41 Tahun 1999 fentang  Kehutanan
thembaran Negam Republik  bwlonesio “Tabun 1999 NMomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang MNomaor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undanpan  (Lembaran Nepaoa  Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4389}

Undang-Undang  MNomor 31 Tahun 2004 tenlang  Perkanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4431 )
schagaimana  ftelah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 lentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31
Tabun 2004  lentang  Perikanan  (Lembaran  Megam  Republik
Frlsvesen < Pabe. 2009 Momor 154, Tambaban  Loobomn. Negara
Fepublik ndonesia Momor 5073);

Lndang-Undung Nomor 32 Tahun 2004 tentany PPemerintahan
Drerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437}
sehaggimana telah diubah beberapa kali, terakbir dengun Undang-
Flndange Momor 12 Tahon 2008 tentang Perubehan Kedoa Aloas
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemérintahan
Dacrah { Lembaran  Negarn  Bepublik Indonesia  Tohun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A%d44); '

Undang-Undang Nomor 27 Tahen 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Womaor 4739);

Undang Undanug Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan L ugkungan Hidup (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2009 Momor 140, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomoer S059);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 fenlang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3776);

. Pergturan Pemennioh MNomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran dan ¢ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Momor 32, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 fenlang Konservasi
sumberdaya lkar (Lembaran Negara Republik Todunesia Tabun 2007
Nomor 134, vambshan Lembaran Negara [lcpublik  Indonesia
Momoro 4779

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 oy Penpesahan
Convention On International Trade In Endangvred Species Of Wild
Faima And Flora (Lembaran Negara Repuliilk Indonesia Tahun
1978 Nomor 51%

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun T989 entung penpcsahan
¢ onvertions Concerning The Protection OF The Worlid Cultural and
MNatural Heritage (Lembaran Negara Republik Dodlonesia Tnhon 1989
Momaor 73);

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 entung Venpesahan
Conventions On Wetlands Of International Impoyiance Nypecially as
Water Flow Habitar {Lembaran Nepara Repub!ik lndonesia Tahun
19891 Momar 73

. Peraturan  Menter Dalam Negeri Nomor 39 "laluin 2007 lentang

Pedoman Pengelolaan Keuvangan Dacrah;

. Peraturan Mentesi Kelautan dan Perikonan Momor 16 Tahun 2008

lentang Perencanaan Pengeloloan Wilayah Pesisir dan Mulaue-Pulaw
Keeil;

Permiuean Menterl Keloutan don Perthanan Mo 17 Talum 2008

lentang Konservas: Wilayah Pesisic dun Puliu-1uloo Bevil;

. Peraturan Menteri Kefautan dan Perikanan MNowor 2 7 ohun 2009

tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservast erainng

, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tulwn 2008 wotang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Propinsi Buli Tahun
2005 — 2025,

Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 16 Talun 2069 tentang
Rencana Tata Ruanp Wilayah Provinsi Bali Tabun 2005 - 20029,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNIUEAN KAWASAN

RONSERVASI PERAIRAN (KKP) NUSA PENITA

AL |
RETENTUIAN LINMLIM
ka1

Dalam Peraturan Bupati ini vang di maksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peronghat doeraly sehagai
unsur penyelengparaan Pemerintahan Daerab,



oot bosnpati v e yanp sabongpdnyn disnapkal KL
adalile ki perimran vang dilmsbupa, dikeloda degpmn sestem
s, otk meseapadkan pengelolion swmber slava ko dian
Hppkungannya secara berkeldnutan.

Yo Kesmehamgwmun  [heate adedab seluroh keanckann bentuk
hehidupan di bumi, beserta inleraksi dmntaa morcka dun antiom
aercka dengin g kungammya

o Tomsan wizia peraiein adaluh Kowasan konservasi permrn dengan
tjuan untuk dimantaotkan bagi kepentingan wisats parairan dan
rekreasi.

50 Peritkanan berkelanjoton adalab semua proses upagsa (seperti

perangkapan dan pembudidayazn tkan) pengambilan, penggunaan,
pengembanpgsn. dan  pengusahaan sumber daya ikan secara
terencana dan hati-hati dengan menjumin keberadazan, ketersedioan,
dan kesinambiein (keberlanjutan) sumber Java wersebol agar tetap
tersedia bagr penerasi sekarang meupun yang akan datang,

fr.  engamanan dan  pengawasan odulah kegiatan yang dilakukan

sekilar Biwasin konserviisi, Poik securn lelap maupun sgmentani,

dengan tujuan memelihara kewmnanan serta mencegah  legadirya
pelangearan peraturan, hukbum  dan perundang-undangan  serta

Periterh-bromtok (hdak pacdana ninny,

Pengeloloan Adaltil’ adalab merupakan susiu cars bagi  para

poenknghu kepentingan untuk  omenpambil  langkah secara

= Prptiimaegieny jasviih ketihy menplachop ketiduk rmr;lf'.ul.

K Pempeliolmem Kolaborati " Kawasan Konservas) Peratran adalah siaatu
proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalion sumberdaya
pesizir dan laut secary berkelanjutan yang mengintesrasikun antia
Repiatan pemerioml, dunis psaba dan masyarakal, perencanaan
anttir sektor, ekosistemny dorut dan lwt, ilmu pengetabuan, don
nsperncn anivk miningekatkon kescjobtcran mesynrakal,

i Wil pesisin sdadaly claerly peraliban o ckogistem daral dain
Lt yanye dipengaruhi perubahan di darat dan di Jaul

1, Msyaakal pesisic adalah masyarakat vanp bermukim i seKiter
knwasan  konservasi dan  malupencahariannya  lergantung  pada
pemmniuatan sumberdaya pesisic don laut, tendire dan masyarakat
lokal yang merupakun komunitas petani romput laut, nelayan,
pemrusaha wisata babaed, dan lainnyu.

BARII
RUPANG LANCGRLUI DAN ABAS KONSERYAS] PERAIRAN

Pasal 2

Mcnnuk kawosm Pesisr dan et Becomaton Nosa Penida sebagai
boavwvian bopeervisd Permiran (B Busn Penicdn doeaggn el bt losir
il Gtk Rowreiad Dk Do selbganiiamdd et il lamipiran 1
el Reprivene T s merupakean bagian telak terpisahban darn Perturan
LIRS

Pasal 3

Kawasan Konservasi Perairan dapat dimanfatkan untuk keperluan
a. pariwisaty bahart yang berkelanjutan

B perikanan ying berkeliinjutan

C budidaya rumput lsut yang ramah logkungan



d.  penelitian dan Pengembangn
pengembangan Sesial Ekonomi Masyarakat
pemanfaatan sumberdaya lout lainnya secara lestari

Peasal 4

Kawnsan Konservasi Peruiran mencakup fungsi perlindungan, pelestarian
dan pemantaatan sumberdaya pesisic dan laut,

Pusul 5

Konservisi Pernirar dilakukan berdasarkan asas maenfast, keterpaduan,
kescimbangan  berkelanjutan,  berkeadilan  denpan - memperhatikan
peranser masyarikal.

BAB I
FRINSIP KONSERVAS] PERAIRAN

Pasial &

Feonservast Peraimn dilokukan dengan prinsip :

i pencegabon pariwiata balor yang bersifol mosal dan meresak,
b pencegabon fanghap lehib,

¢ penpgenaan perlimbaagan bukti dlmink,

periimbangan kearitan lokal,

pendekatan kehati-hatian,

keterpaduan pengembangan wilayah pesisir,

pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyaraka,
pertimbangan secara berielaniman keanekaragaraan hayut.,
pertimbangan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang
dinamis.

j.  perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan

k. pengelolaan adaftif
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BAB IV
CARLPAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 7

(1 Dhanass KR diowabaah bl ditetopkan sejouly | (satu) mil fat (1800
piclery  alukoe ik paris puntad ermasul wiliyah o mangrove
berdisarkan  pertimbangan  ilmiah,  kondisi sosial | ekonomi
masvarakat, keefektifan pengelolaan ckosistem pesisir dan lsut Nusa
Penida termiasub pengawasan,

(2} Apabila terjadi perabahan batas KKP sebupaimana dimaksud dalam
ayat (1), akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten
Elungkung,
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BABV
PENGELOLAAN KAWASAN KOMBERVAS] PERAIRAN
Pasal 8

Penunjukan  Kawasan  Kongervasi  Perairan  Nusa  Penida

dircalisasikan dalam bentuk penataan batas.

Ponpelolian Kawasan  Konservasi  Perairin  dilekukan  melofui

kespeiandim

il . sz, Sinkronisosi dan Kmmlinm}i pl.:ugull'llllmzu'l. KK

boo oopovan pengelolsan meliputi pengawasan dan pengendalian,
pengelolasn habital dan populast, penelitian dan pendidikan,
pemanlaatan potensi wisala bahari, sumberdaya ikay dap jasa
lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat,

¢, keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan loutan.

d. monitoring dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan akan

ditaksanakan oleh Pemeriniah Kabupaten Klungkung,

Lembaga engelolaan Kawosan Konservasi Perairan akan dibentuk

oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung,

Pasal 9

Pegeelolonn Keiwisin Konservisi Perabran sebagaimana dimaksad
dolamt Pasal ¥ dilakukan oleh  Lembaga  Pengelols  Kawsisan
konservasi sceara kolasboratif dengan melibatkan peran serla akiif
fnasyarakat

Penpelolann Kawasan Konservasi Perairan dikoordinasikan kepada
Pemerintab Propinsi dan Pemerintah Pusat,

[Fasal |4

Pengamanan dan pengawasan Kawasan Konservas] Perairan dilakukan
oleh lembaga pengelola vang dibentuk dan dikoordinir oleh instansi
Lerkail.

BAR VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini
dibebankan kepada APBN, APBD Prmopinsi dan APBD Kabupaten
Klungkung serta sumber-sumber pendanagn lain yang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perindangan yang berlaku,



AR VIl
KT ENTUAN PERNLUTL
Pasgal 12

Peratoran ini mulal berlaku pads tonggzel diletapkan.

Agar setinp orang mengetabuinya, memerintahken pengundangan
Peraturan  Bupati  ini dengan penempatannya dalam  Berits  Daerah
[ Kuabupaten Kiunglung,

‘ Diundangkan i Semanipuca
pada tanggal 7 Juli 2010




LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENUNJUEAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(KKP) NUSA PENIDA,

PETA BATAS LUAR KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (KKP) NUSA PENIDA
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LAMPIRAN I 1  PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENUNIUKAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
(KKP) MUSA PENIDA.

TITIK KOORDINAT BATAS LUAR KAWASAN KONSERVAS| PERAIRAN (KKP)
HUSA PENIDA

Nama Lokasi Koordinat Batas Luar
Batununggul 115" 34’ 37.10" BT | 8939'1443"1S
Butu Abal 115 39' 41.36" 87 8"46' 25.54" LS o
Sckartaji 115°35! 32.77" BT 8" 51' 39.59" LS
Hukti 115°26' 6.53" BT 8" 45' 46.33" LS
Lembongan 115" 24" 13.28" BT . 841" 5.82" LS Al
Jungut Butu 115726 42.52" BT _ 8°38' 34.63" LS
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